
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WII,AYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

Menimbang a bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 1766/W.O2-SD/ LL/2025

Tanggal 17 Olrtober 2O25 Perihal Langkah-Langkah

Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan

Pembangunan 7-ona lntegitas Pada Satuan Kerja di

Lingkungan KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota, bahwa dalam ralgka percepatan

pelaksanaan Pembangunan Tana lntegitas dan untuk
mempersiapkan satuan kerja yang akan diusulkan 7-ona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun

2026, perht dilaksanakan langkah-langkah strategis;

bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas

menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih Tahun 2025, perlu membentuk Tim

Pembangunan 7-ona lntegritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Btokrasi Bersih dan Melayani

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Prabumulih;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

b

c
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Mengingat 1.

2.

3.

4.

Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang

Pembentukan Tim Pembangunan Tnta Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan

Umum (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimala telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol9 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah teralhir dengal Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 3771;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Ke{a Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

T\.rgas, F\rngsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 9O Tahun 2O2I tentang

Pembangunan dan Evaluasi ?.rona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 1571)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 5 Tahun 2024 telrtang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2O2l tentang Pembangunal

dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 4441:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-

Kpt/Ot/WU/Vl202l tentang Petunjuk Telois
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DAzu KORUPSI DAN

6

Menetapkan
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KESATU

KEDUA

KETIGA

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PRABUMULIH TAHUN 2025.

Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan 7-ona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2O25, yang terdiri

dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:

a) Tirn Manajemen Perubahan;

b) Tim Penataan Tata laksana;

c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;

d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

e) Tim Penguatan Pengawasan; dan

f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

T\rgas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

adalah:

a. Menyusun rencana kerja;

b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis

terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

d. Mengadakan forum Tim Pembangunal Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara

rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling

sedikit I (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
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Tim sebagaimana dimaksud dalam Dikhrm KESATU

bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih

pada tanggal 28 Oktober 2O25

PIt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRABUMULIH,

MARJUANSYAH

ttd

'l^
c
c

7,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIFIAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Sub Bagian Telsxis Penyelenggaraan
Hukum

)
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORTJPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PRABUMULIH TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WII.AYAH BEBAS

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

TAHUN 2025

No NAMA JABATAN
KEDUDUKAN DAIAM

TIM

I. PENGARAH

1 Marjuansyah Plt. Ketua KPU Pengarah merangkap
Ketua

2 Agus Salim Anggota KPU Pengarah merangkap
Anggota

3 Resa Amilia Anggota KPU Pengarah merangkap
Anggota

4 Vini Nurtawilia Anggota KPU Pengarah merangkap
Anggota

2. Tim Kerja

1 Al<hmad Ferdian Plt. Sekretaris Ketua

a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

I Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Koordinator merangkap
Anggota

Totok Hartoko Pranata Keuangan APBN Penyelia Anggota

3 Nizar Patriot PenJrusun Materi Hukum dan
Perundang-Undangan

Anggota

4 Vemi Prima Tira Penelaah Teknis Kebdakan Anggota

5 Meilisa Nurhayati Penelaal Teknis Kebijakan Anggota

6 Amalia Ananda Khalisa Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

7 Rio Sisworo Ahli Pertama Pranata Komputer Anggota

b. TIM PENATAAN TATA I.AKSANA

1 Iis Sugianti Kasubbag Keuangan, Umum dan
Logistik

Koordinator merangkap
Anggota

2 Abdul Aziz Kasubbag Perencanaan, Data dan
Inforrrasi

Anggota

3 Sri Dewi Komala Sari Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

idih.kou.qo.id/sumsel/Drabumulih
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4 Almei Satrian Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

c Noviyani Penyusun Materi Hukum dan
Pertrndang-Undangan

Anggota

6 Amirah Naurah Dzahabiyyah Pengadministrasi Perkantoral Anggota

7 Rahman Bakas Triansyah Anggota

c. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Meidial Aryansie Kasubbag Parhubmas dan SDM Koordinator merangkap
Anggota

2 Iis Sugianti Kasubbag Keuangan, Umum dan
Iogistik

Anggota

3 Hendri Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

4 Sri Dewi Komala Sari Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

5 Meilisa Nurhayati Penelaah Teknis Kebijakan Anggota

6 Rian Sahputra Ahli Pertama Pranata Komputer Anggota

7 Dodiansyah Operator Layanan Operasional Anggota

d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINER.IA

1 Abdr:l Aziz Kasubbag Perencanaan, Data dan
Informasi

Koordinator merangkap
Anggota

2 Hendri Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

Ferdy Hasani Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

4 Amalia Ananda Khalisa Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

5 Dodi Septarida Operator Layanan Operasional Anggota

6 Rachmawaty Devi Anjelina Pengelola Layanan Operasional Anggota

e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

I Yudi Priambodo Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Koordinator merangkap
Anggota

2 Nizar Patriot Penlrusun Materi Hukum dan
Perundang-Undangan

Anggota

Audrey Ocha Zabela Penjrusun Materi Hukum dan
Perundang-Undangan

Anggota

4 Noviyani Penyusun Materi Hukum dan
Perundang-Undangan

Anggota

5 Amir Mahmud Operator Layanan Operasional Anggota

6 Wendi Setiawan Operator Layanan Operasional Anggota

{. TIM PENGUATAN PEI.AYANAN PUBLIK

1 Meidial Aryansie Kasubbag Parhubmas dan SDM Koordinator merangkap
Anggota

2 Totok Hartoko Pranata Keuangan APBN Penyelia Anggota

3 Vemi Prima Tira Penelaah Teknis Kebijakan Anggota
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Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRAE}UMULIH,

MARJUANSYAH

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Hukum
) .o

@=u,

'o
bodo

4 Ferdy Hasani Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

5 Audrey Ocha Zabela Pen)rusun Materi Hukum dan
Perundang-Undangan

Anggota

6. Sella Aryanti Penata Kelola Pemilihan Umum
Ahli Pertama

Anggota

7 Hamzah Khairul lmam Operator Layanan Operasional Anggota
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